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BUPATI OGAN ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSISUMATERA SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELA.liJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TABUK ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir
TahunAnggaran 2017, maka untuk pelaksanaannya perlu
diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan : dan Belanja Daerah
Kabupaten Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf
a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.]

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubaban Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahuri 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4347);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2q04 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keu~gan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Bhdang-Undang Nomor 25 Tahun" 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara~,

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa k:alidiubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9", Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lem~aran Negara Republik
lfildonesia Nomor 58, Tambahan uHnbaran Negara Nomor
5(79);

12. ~~turan Presiden Republik IndonesikNomor 86 Tahun 2017
t~'htang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 194)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan K.euangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
~l9mor 4712); ;:~\

16. ~6raturan Pemerintah Nomor 23" .Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Laya!4an Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20Qi5Nomor 48, Tambahan
~inbaran Negara Nomor 4502); It;
.r. r •

17. F?eraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
It~fimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2~05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Irtdonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 5155);

19.Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia Tahun 2005 Nomor
Negara Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Py~bagian Urusan Pemerintahan , Antara Pemerintah,
P'~1nerintah Daerah Provinsi dan "Pemerintahan Daerah
KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Wembaran Negara Nomor
47.37)' ft·
~l·j.~ , :.f;

23. I;t¢faturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
~tansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
'iliii'· ,Ji,ltr90nesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran*(,>,
Ne'gara Nomor 5165);

58 Tahun 2005 ten tang
(Lembaran Negara Republik
140, Tambahan Lembaran

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
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25: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan KeIja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5740);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2:~11Nomor 310);;"1'

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri N~~or 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Pelf~turan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentafig Pedoman Pemberian
1{ipah dan Bantuan S?sial yang bel(s~mber dari Anggar~
~~ndap~tan dan Belanja Daerah. (B~nta Negara Republik
%~OneSlaTabun 2016 Nomor 541).
I~<,'

30. Pemturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007
ten tang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016 Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan llir Tahun 2017 Nomor 09)

34. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan llir Tabun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 78);

,j

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PE~TURAN BUPATI TENTANG PEN•.l4BARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELl\MJA DAERAH TAHUN

't''j' !

ANGGARAN2017.
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Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian I'

yang tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati ini.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, semula
berjumlah Rp. 1.614.152.966.274,92,- bertambah sejumlah
Rp. 57.710.308.937,94,- sehingga menjadi Rp. 1.671.863.275.212,86,- dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/ (Berkurang)

Rp L592.452.966.274,92,~
ER.:... 56.680.500,000,00,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.l.649.133.466.274,92,-

2. Belanja
a. Semula
h. Bertambah/(Berkurang)

Rp. 1.614.152.966.274,92,-
Rp. 57.710.308.937,94,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.671.863.275.212,86,-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 22.500.000.000,00,-
2) BertambahJ(Berkurang) ~R~p=-._-.;:1:;.,:...O.::::,.:2::..;:9::..:,..::::,.80.::::..:8:::.,:...:::,9.::::,.37.:...:.t..:::.9-:,.4l-'-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 23.529.808.937,94,-

b. Pengeluaran
I} Semula Rp. 800.ooo.0~,b,oo,-
2) Bertambah/ (Berkurang) ~R=p=-. --;':~~"fO=,=O..:::..O,l_-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp",' 800.000.000,00,-
"i,'

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 22.729.808.934,94,-

Sisa lebih pemQi~yaan anggaran
setelah perubahan Rp 0,00,-

f~"'~
'\" I Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I
peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 dirinci dalam lampiran IT, Lampiran lIT dan Lampiran IV
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
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Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
t"'I.·~,''''' .

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalarn
Dokumen Pelak~ Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ket~hiuan perundang-undangan.

''1'"

Pasa16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan llir.

Diundangkan di Indralaya
pacta tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
UPATEN OGAN ILIR,

BERITADAERAHKABUPATENOGAN'ILIR
TAHUN2017 NOMOR: 46 i:;
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Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KeIja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

.( ,

"Pasa16
i :
I ,

Rancangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
. ._,I~ j

4,,·, ,',
Agar setiap ora.I}g, dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

_"i •• .: .,

Rancangan Peraturan.Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
,0"1'
,~.f

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 11 Oktober 2017

(l" BUPATI OGAN IL~
, J

dto

M. ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggall1 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN lLIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAHKABUPATEN OGAN ILIRTAHUN 2017 NOMOR: 46
(
\, j,

Salman sesuai dengan Aslinya
KEPALABAGIANHUKUM
SETDAKABUPATENOGANILIR,

t '

~'-l-lJ. A ~R, SI{rM. Si
Pembina Tk. I (IV/ tit
NIP. 19631111 1985,03 1 007
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